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ABSTRACT 
 

Procurement of government goods/services is an activity to obtain 
goods/services by Ministries/Institutions/Regional Work Units/other institutions whose 
process starts from planning needs until completion of all activities to obtain 
goods/services through national development carried out by the Indonesian state. 

Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to 
Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government 
Goods/Services for its derivatives for construction work is the Regulation of the 
Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia No. 14 of 
2020 concerning Standards and Guidelines for Procurement of Construction 
Services Through Providers.Prosecution towards corporations, eventhough closely 
related to financial. 

Unlawful acts in civil law are called onrechtmatige daad. The legal basis is 
Article 1365 of the Civil Code, which is that every act that violates the law, which 
brings harm to another person, obliges the person who, because of his mistake, 
published the loss, to compensate for the loss. 

The legal subjects in this research are ASN (goods users) namely Pokja, PPK 
and KPA in making policies in the Government PBJ Tender Process. Procedural 
deviations in the selection/Tender process carried out by the Goods Users are 1) a 
substantial error in the evaluation process. 2). deviation from the provisions and 
procedures regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning 
Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement 
of Government Goods/Services and the provisions stipulated in the Bidding 
Document. 

One of the acts that harm bidders is to evaluate and determine requirements 
that deviate or not based on the rules that have been set, and such actions cause losses 
to the Participants, are categorized as Unlawful Acts with legal sanctions to 
compensate for material or immaterial losses to participants, in addition to 
compensation sanctions as well may be subject to light, moderate, or severe 
disciplinary sanctions, according to Presidential Regulation 12 of 2021, concerning 
the Procurement of Government goods and services 
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RINGKASAN 
 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk mendapatkan 
barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 
lembaga lain dengan melibatkan pihak ke tiga/penyedia. Untuk memperoleh 
barang/jasa, ada prinsip dasar yang harus diikuti. Prinsip pengadaan barang/jasa 
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah efisien, efektif, terbuka dan 
kompetitif, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Oleh karena itu, 
asas-asas dasar tersebut menjadi landasan hukum bagi para pihak (penyedia dan 
pengguna), dan jika tidak mengikuti asas-asas tersebut, mereka akan menghadapi 
penegakan hukum. 

Subjek hukum atau pelaku adalah pengguna barang yaitu Kelompok Kerja 
(Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
dalam mengambil kebijakan dalam Proses Tender Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Penyimpangan prosedur dalam proses pemilihan/Tender yang dilakukan 
oleh Pokja, PPK dan KPA yang tidak berdasarkan ketentuan dan prosedur yang sudah 
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang 
atau Jasa Pemerintah, dan Menetapkan Standar evaluasi tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah normatif- empiris ini pada 
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan 
adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris 
mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang- undang) dalam aksinya 
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 

Tata Cara pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 
atas perubahan pertama dari Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah terhadap turunannya, untuk pekerjaan konstruksi berpedoman pada 
Peraturan Menteri PUPR RI No. 14 tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Penyimpangan atau Perbuatan 
Melawan Hukum perdata (PMH) disebut dengan istilah onrechtmatige daad. Dasar 
hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata, adalah Setiap perbuatan melanggar 
hukum atau melawan hukum, ada kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
karena salahnya mengganti kerugian itu. Unsur yang dimaksud dengan ada suatu 
perbuatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara 
umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat 
sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai 
kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum, dan ada pula 
kewajiban yang timbul dari suatu kontrak. Dalam perbuatan melawan hukum ini, 

 
 
 
 

x 



harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausal 
yang diperberbolehkan seperti yang terdapat dalarn suatu perjanjian kontrak. 

Perbuatan yang merugikan peserta tender salah satunya melakukan Evaluasi 
dan Menetapkan persyaratan yang menyimpang atau tidak berdasarkan aturan yang 
telah ditetapkan, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Peserta, maka 
dikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum dengan sanksi hukum menganti kerugian 
materiil ataupun immaterial kepada peserta, Selain sanksi ganti rugi juga dapat 
dikenakan sanksi dispilin disiplin ringan, sedang, atau berat, sesuai amanat Peraturan 
Presiden No. 12 Tahun 2021, pasal 8 Tentang Pengadaan Barang jasa Pemerintah. 

Setelah Putusan dinyatakan Inkrah (Pokja bersalah) maka, bagaimana 
kepastian hukum atas pemenang yang sudah berkontrak dengan PPK, Sedangkan 
dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Tentang Pengadaan Barang jasa 
Pemerintah menyatakan bahwa, apabila sanggah/banding ditolak maka, Pokja 
pemilihan melanjutkan proses pemilihan. 

 
 

Kata Kunci: onrechtmatige daad, PMH, Perbuatan melawan hukum, E-Tender 
pemerintah 
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